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ABSTRAK

: Roy Indra H. Saragih.Nama

: Studi Hukum dan Sistem Peradilan PidanaProgram Studi

: Tinjauan Yuridis Asas Pembuktian Terbalik DalamJudul

Tindak Pidana Pencucian Uang.

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap asas pembuktian 

dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif 

yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah 

diperlukannya pengaturan yang lebih baik untuk mengatur tentang proses 

pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana.

Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian atau pembuktian 

terbalik tidak diatur di dalam KUHAP sehingga mengacu kepada Undang-undang 

tentang Tindak Pidana Pencucian dan Undang-undang tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar 

pemerintah dapat menyesuaikan pengaturan di KUHAP tentang 

pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana.

proses

Kata Kunci : pencucian uang, hukum acara pidana, pembalikan beban

pembuktian
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pencucian uang atau “money laundering” telah di kenal sejak tahun 

1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang resmi sebagai 

salah satu strateginya. Kegiatan pencucian uang ini berkembang sejalan dengan 

perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan. Dewasa ini banyak 

Bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang, hal ini disebabkan 

karena sektor perbankan ini banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu 

lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyamarkan asal-usul suatu dana, 

hal ini berdampak kedunia internasional yaitu mengalirnya dana hasil kejahatan

imelampaui batas-batas yurisdiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank.

Pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (independent

crime), yaitu kejahatan yang berdiri sendiri. Pencucian uang memang merupakan 

kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti- 

pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu

Adrian Sutedi (ed), “Tindak Pidana Pencucian Uang". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008,
hal. 1-2.
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kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya (predicate crime) dalam hal

2akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.

Perbuatan tindak pidana pencucian uang atau money laundering mulai 

dikriminalisasikan dalam sitem peradilan pidana di Indonesia sejak diundangkannya 

Undang-Undang No. 15 tahun 2002 yang diganti dengan Undang-Undang No. 25 

tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPUU), yang diganti dengan 

Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang 

hasil tindak pidana atau uang haram {proceed of crime). Uang hasil kejahatan dari 

tindak pidana asal disembunyikan atau dikaburkan asal-usulnya oleh si pelaku dengan 

cara memasukkannya kedalam sistem keuangan yang ada yaitu Penyedia Jasa 

Keuangan (PJK), sehingga kemudian pelaku dapat menikmati uang hasil 

kejahatannya tersebut. Menurut TB. Irman S. seluruh perbuatan dalam sistem, proses 

dan metode pencucian uang, dilakukan dengan tiga rumusan dasar yaitu:3

1. Dilakukan sendiri keseluruh atau sebagian yaitu sebagai yang melakukan 

perbuatan (plegen/dader, doenpleger/middelijkdader);

2. Dilakukan dengan orang lain keseluruhan atau sebagian yaitu orang lain itu 

sebagai yang turut melakukan (medepleger/mededader);

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang”, Kertas Keija, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuane 
(PPATK), Jakarta, 2006, hal. 50.

TB. Irman. S, “ Praktik Pencucian Uang; Dalam Teori dan Fakta Bandung; MQS 
Publishing, 2007, hal 139.
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3. Dilakukan dengan orang lain terbatas hanya pada salah satu sub-sistem, proses, 

metode,yaitu orang lain itu sebagai orang yang membantu perbuatan 

(jnedeplicthtig zijn/medeplichge).

Tindak pidana pencucian uang pada umumnya melalui tiga tahapan besar,

yaitu:4

1. Tahap penempatan (placement% adalah sebuah tindakan dimana dana yang 

diperoleh dari hasil kejahatan ditempatkan atau disimpan didalam sistem 

keuangan, pada umumnya didalam sistem perbankan. Didalam proses placement 

terdapat pergerakan fisik uang, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar 

dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di

beberapa tempat;

2. Tahap pelapisan (layering), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal

uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau

nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau

bank di negara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak 

uang. Tindakan ini dapat berupa: mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata 

uang asing, pembelian property, pembelian saham pada bursa efek menggunakan 

deposito yang ada di Bank A untuk meminjam uang di Bank B dan sebagainya.

3. Tahap penggabungan (integration), adalah tahap akhir dimana pelaku tindak 

kejahatan menarik/ menggunakan harta yang telah melalui tahap pelapisan bagi

M. Arie! Amrullah, “Money Laundering 'Undak Pidana Pencucian Uang”, Malang. 2004, hlm. 
89. ,Lihat juga Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 Tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang.
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kepentingan yang diinginkannya ataupun menggabungkan harta hasil kejahatan 

dengan harta kekayaannya yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar- 

benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana.

Sistem dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang 

atau rezim anti-pencucian uang, berbeda dengan penegakan hukum tindak pidana 

konvensional. Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang 

lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (follow ihe money) atau 

transaksi keuangan, hal ini sangat penting untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku

kejahatan dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan. Pendekatan ini tidak

terlepas dari paradigma pencucian uang bahwa hasil kejahatan (proceeds of crime)

merupakan “life blood of ihe crime”, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang 

menghidupi tindak kejahatan itu sendiri. Upaya memotong mata rantai kejahatan 

dengan cara memblokir dan memproses hasil tindak pidanayang berupa harta 

kekayaan ini selain relatif mudah dilakukan, juga akan menghilangkan motivasi 

pelaku untuk mengulangi kejahatan.5

Berikut ini beberapa uraian yang dapat menerangkan pengaruh tindak pidana 

pencucian uang terhadap perekonomian nasional :6

a. merongrong sektor swasta yang sah (Undermining ihe Legitimate Private Sedor 

Untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil kejahatannya, para pencuci 

seringkah menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk

uang

mencampur

5 Naskah Akademik, op cithal 14.
6 Adrian Sutedi (ed), op cit, hal. 248-251.
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adukkan uang haram dengan uang yang sah, hasil kejahatan tersebut digunakan 

untuk mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa, sehingga perusahaan dapat 

menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya poduksi. Sebagai 

konsekuensinya perusahaan-perusahaan sejenis kalah bersaing dengan perusahaan- 

perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang 

sah menjadi bangkrut atau gulung tikar.

b. merongrong integritas pasar-pasar keuangan (Undermining the Integrity of 

Financial Markets).

Misalnya, hasil kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja 

ditempatkan pada suatu bank, namun tiba-tiba ditarik dari bank tersebut tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya bank tersebut mengalami masalah 

likuiditas yang cukup serius (liquidity risk).

c. hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi( Loss of Control of 

Economic Policy).

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak negatif terhadap nilai mata 

uang dan tingkat suku bunga karena uang haram yang telah diinvestasikan secara 

cepat ditarik untuk ditempatkan kembali di negara-negara yang tingkat keamanan 

atau kerahasiaannya cukup ketat, sehingga akan menyulitkan otoritas Negara 

dalam mewujudkan nilai mata uang dan suku bunga yang stabil.

d. timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (Economic Distortion and

Instability).
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Penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata 

untuk mencari keuntungan, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil 

kejahatannya. Dalam hal pencuci uang merasa terganggu kepentingannya, setiap 

saat mereka dapat menarik investasinya. Akibat sikap mereka seperti itu 

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terganggu

e. Hilangnya Pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak (Loss of Revenue ). 

Pendapatan pajak pemerintah bisa berkurang karena kaburnya dana hasil 

kejahatan. Dalam hal harta kekayaan yang menjadi objek pajak dipindahkan ke 

luar yuridiksi mengakibatkan target perolehan pajak tidak tercapai.

f. resiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi (Risks to Privatization 

Efforts).

Pelaku pencucian uang dapat mengancam upaya pemerintah dalam melaksanakan 

program privatisasi. Pelaku pencucian uang dapat membeli saham-saham 

perusahaan negara yang diprivatisasi meskipun harganya jauh lebih tinggi 

daripada calon-calon pembeli yang lain.

g. merusak reputasi negara (Reputation Risk).

Maraknya kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (financial 

crimes) di suatu negara dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar 

terhadap sistem dan institusi keuangan Negara yang bersangkutan.

h. menimbulkan biaya sosial yang tinggi (Social Cost).

Hasil-hasil kejahatan yang telah dicuci oleh pelaku kejahatan, besar kemungkinan 

akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan mereka.
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Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan untuk 

kegiatan penegakan hukum dan damak-dampak lain yang ditimbulkannya.

Hasil penelitian Komisi Hukum Nasional (KJHN) pada tahun 2006 

menyebutkan bahwa implikasi negatif lainnya dari aktifilas pencucian uang antara 

lain:7

1) Membiarkan masyarakat menikmati uang haram berarti mengizinkan organized 

crime membangun fondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati 

hasil aktifitasnya;

2) Praktik ini bisa menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak jujur. Dengan 

perlakuan yang permisif terhadap money laundering, adalah suatu tindakan keliru 

yang turut berperan membangun etos persaingan usaha yang tidak jujur, yang pada 

gilirannya dapat menurunkan moral bisnis dan wibawa hukum secara drastis, serta

menguatnya orientasi materialistik menguat dan lain sebagainya;

3) Perkembangan praktik ini akan melemahkan kekuatan financial masyarakat pada

umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro menjadi

turun tingkat efektifitasnya karena semakin banyaknya uang yang beijalan di luar 

kendali sistem perekonomian pada umumnya.

Dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang ini mempunyai 

dampak yang cukup kompleks, dan sangat merugikan perekonomian suatu negara, 

bahkan berdampak juga pada perkembangan pasar internasional. Hal inilah yang

7 Naskah Akademik .,Op cit., hal 13-14.
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menjadikan kejahatan pencucian uang ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar 

biasa, dan digolongkan ke dalam kejahatan transnasional (transnatior.al crime).

Menurut Zulkamain Sitompul dalam artikelnya yang beijudul “Pengaruh 

Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang” Transaksi 

Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya terdiri dan 3 unsur, yaitu :

1. Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola 

transaksi dari nasabah yang bersangkutan.

2. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari

pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK.

3. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Terdapat kesulitan dalam hal upaya melakukan penyidikan/investigasi dan

penuntutan, khususnya seseorang yang melakukan sebuah transaksi keuangan yang

mencurigakan. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan 

asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Hal yang mendorong tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah 

lemahnya penegakan hukum, pengaruh globalisasi dan kemajuan di bidang informasi 

dan teknologi (dunia cyber\ selain itu tidak menutup kemungkinan terlibatnya 

aparatur penegak hukum dalam tindak pidana ini. Hal inilah yang menyulitkan

N-H.T. Siahaan, “A/nney Laiindering dan Kejahatan Perbankan”, Jakarta; Jala ,2008 hal 116-
122.
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penuntut untuk membuktikan bahwa dana atau kekayaan dalam transaksi itu adalah 

hasil kejahatan.

Pencucian uang harus diberantas karena dapat merugikan kepentingan 

nasional dan bahkan internasional. Dengan terealisasinya penggunaan asas

pembuktian terbalik yaitu pada Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) pasal 77 

yaitu: “Untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib 

membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pencucian 

Uang bersifat mutlak, dalam pasal ini terdakwa mampunyai kewajiban untuk

membuktikan bahwa “barang bukti” (harta kekayaanya) yang diblokir oleh

pemerintah adalah bukan hasil dari perbuatan kejahatan pidana. Jika terdakwa tidak

dapat membuktikannya maka hakim dapat mengeluarkan putusan bahwa terdakwa

telah malakukan tindak pidana pencucian uang, yang vonis hukumannya diatur

dalam Undang-undang.

Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan di atas, maka penulis tertarik 

untuk membahasnya secara mendalam melalui skripsi ini dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG”.
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B. Perumusan Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pokok permasalahan yang 

akan dibahas sebagai berikut;

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang 

terkait dengan berlakunya asas pembuktian terbalik?

2. Apa tujuan pembuktian terbalik dalam perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui amanat Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai “asas pembuktian

terbalik” dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang tergolong dalam delik tindak

pidana khusus.

b. Untuk mengetahui mekanisme penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang 

teoritis berdasarkan pada Undang-Undang.

c. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana 

Pencucian Uang berkaitan dengan hukum acara pidana,

d. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjang penerapan asas pembuktian 

terbalik.

secara
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D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan informasi 

keilmuan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan aparat penegak hukum 

pada khususnya dalam upaya penerapan asas pembuktian terbalik dalam sistem 

hukum pidana, dan juga sebagai sumbangan di bidang hukum dalam hal 

pembuktian dalam hukum acara pidana.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang penerapan 

“asas pembuktian terbalik” dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat 

penegak hukum, mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat mengenai

peranan teknis masyarakat pada umumnya dalam upaya keijasama memberantas/

memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan penelitian 

ini serta untuk membatasi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang 

diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengenai 

pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang ditinjau dari Undang- 

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

asas
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F. Metode Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga 

penelitian hukum doctrinal yang menekankan pada langkah-langkah normatif- 

spekulatif, yaitu; penelitian hukum yang mengkaji pembuktian terbalik dalam perkara 

tindak pidana pencucian uang dengan cara menelusuri bahan pustaka dan literatur- 

literatur yang berhubungan dan mendukung judul skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah termasuk penelitian deskriptif, 

yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku. Dalam penelitian

ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai asas pembuktian terbalik dalam

sistem hukum pidana di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara

lain:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

memiliki otoritas dan bersifat mengikat9. Bahan-bahan hukum primer dalam 

penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu;

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

9 Soeijono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum ”, Jakarta; Ul-Press, 1986, hal 52.
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- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 

2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU)

- Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 

21 /KEP.PPATK/2003 Tanggal 9 Mei2003 Tentang Pedoman Umum 

Pencegahan dan Pemberantasan 'Undak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia 

Jasa Keuangan.

- peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pendukung yang memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi rancangan undang- 

undang, artikel dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang

dibahas pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi, kamus 

hukum, buku-buku teks, dokumen-dokumen maupun ensiklopedia.

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan terlebih 

dahulu memisahkan data sesuai dengan kategorinya masing-masing, setelah itu baru 

dilakukan penafsiran terhadap data serta menyajikan argumen-argumen untuk
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mendapatkan apa yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai sistematika /proses 

pembuktian dalam hukum pidana terkait dengan asas pembuktian terbalik, sehingga 

pada konklusi akhir permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

dapat dijawab.
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